
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Pengelolaan administrasi pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah
Propinsi DKI Jakarta. Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah
Propinsi DKI Jakarta
Satrio Banjuadji, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=70819&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat tidak optimalnya system pengelolaan

administrasi Pajak Hiburan di Propinsi DKI Jakarta dan mencari upaya-upaya yang perlu dilakukan guna

penyempurnaan pengelolaan administrasi Pajak Hiburan.

 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analisis, dimana penelitian diarahkan

untuk memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual yang

terjadi saat sekarang.

 

Penelitian mengambil lokasi di Propinsi DKI Jakarta. dan agar lebih terarah pada permasalahannya, maka

hanya mengambil sampel penelitian dari obyek penelitian yang menjadi wewenang Balai Dinas Pendapatan

Daerah Propinsi DKI Jakarta yang terfokus pada ke tiga tungku unit kerja yaitu. Subdinas Pendataan dan

Pemeriksaan, Subdinas Penetapan dan Subdinas Penagihan. Pengumpulan data dilakukan dua cara, yakni

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan teknik wawancara

mendalam (indepth interview) serta focus group discussion. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan

adalah teknik analisis deskriptif.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi Pajak Hiburan yang dilakukan Dipenda

Propinsi DKI Jakarta sampai dengan penelitian ini dilakukan belum menunjukkan hasil sebagaimana yang

diharapkan/optimal. Hal ini karena tiga Faktor utama, yaitu:

a. Faktor Sistem Informasi Manajemen PHI, dimana hingga kini belum terwujud adanya Sistem Informasi

yang terintegrasi antara ke tiga tungku dengan on-line system;

b. Faktor Koordinasi, dimana seharusnya antara ke tiga tungku tersebut terjalin melalui koordinasi yang baik

dengan pemanfaatan Informasi Teknologi. Namun kenyataannya pelaksanaan koordinasi yang ada masih

belum optimal dan tidak memanfaatkan sarana informasi teknologi.

c. Faktor Sistem dan Prosedur PHI, walaupun dalam pelaksanaannya secara umum telah memenuhi

ketentuan yang berlaku. akan tetapi masih terdapat berbagai permasalahan berkaitan dengan waktu.

 

Berdasarkan temuan-temuan tersebut. maka disarankan :

1. Perlu dibuat suatu sistem informasi administrasi PHI yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan

bersifat on-line sehingga setiap saat baik data maupun informasi dapat diakses seketika pada saat itu juga.

Sistem tersebut dihubungkan antara unit kerja yang saling berkaitan, dalam hal ini sub dinas penataan dan

pemeriksaan, penetapan. dan penagihan. Sehingga diharapkan dengan adanya sistem informasi ini, fungsi

administrasi betul-betul dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan optimalisasi penerimaan dari PHI

semakin mendekati kenyataan.
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2. Perlu dilaksanakannya program terpadu di antara ketiga unit satuan kerja dalam melaksanakan pungutan

PHI melalui kegiatan koordinasi.

3. Perlu pemanfaatan sarana komputer secara optimal.

4. Mengimplementasikan model koordinasi horizontal dan diagonal, selain vertikal dalam struktur organisasi

Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Dengan model koordinasi yang baru ini, setiap unit kerja yang saling

berkaitan dapat berkoordinasi dengan lebih baik. Sehingga diharapkan baik waktu pemrosesan dan hasil

yang dapat diselesaikan baik secara kualitas maupun kuantitas dapat meningkat.


